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Kebut Pembahasan Tlga Ranperda

Supardi: Kita
Maksimalkan
Waktu Dua
Bulan Lagi

MENGAWALL Juni 2024, DPRD
Sumbarmulai menjalani akdvitas ter-
bilang p.ld.ﬂ Menyusul, dimulainya
ancangan peratu-
randaerah (ranperda). 2 kvu Ranper-
da Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Sum! .. Tahun 2023,

Ranperda tenta nﬂ Rencana Pom
bangunan Jo " Daerah
(RPJPD)” thun l’ 2. dan Ran
perda tenteng Perse
Daerah Penjarri: an'
Daerah.

Ketua DPRD Sumbar
Supardi menyampaikan
sejumlah hal strategis ter-
kait tiga ranperda tersebut |
sewaktu menerima nota
pengantartigaranperdaini g
dari Gubernur Sumbar
Mabhyeldi dalam rapat pa-
ripurna di Gedung DPRD
Sumbar, pekan pertama
Juni 2024 lalu. Dia men-
kankan pentingnya sebuah kewa-
jiban yang harus dilakukan guna
akuntabilitas dan transparansi pen-
gelolaan keuangan daerah.

“Kepala daerah berkewajiban
menyampaikan pertanggungjawa-
ban pelaksanaan APBD kepada
DPRD paling lambat enam bulan
sejak tahun anggaran berakhir. Per-
tanggungjawaban pelaksanaan AP-
BD tidak hanya menyangkut pada
aspek realisasi pendapatan, belanja,
dan sisa anggaran atau silpa. Lebih

H. Raflis, SH, MM

SEKRETARIS
DPRD SUMBAR

dariitu, pertanggungjawaban APBD
merupakan sarana untuk mengeval-
uasisecaramenyeluruh penggunaan
program, kegiatan dan anggaran
vang terdapat dalam APBD “ ingat
dia.

Dia menambahkan, pertang-
gungjawaban pelaksanaan APBD per-
ludilihat efektivitas, efesiensi, akunta-
bilitas, dan transparansi penggunaan
anggaran. Serta, mengukur anggaran
yang digunakan dengan capaian kin-
erja program dan kegiatan yang dap-
atdiwujudkan.

“Makanya, pertangungjawaban
pelaksanaan APBD perlu disan
dingkan dengan LHP BPK untuk
melihat aspek efektivitas, efesiensi,
danakuntabilitasnya, serta LKPJ un-
tuk melihat capaian kiner-
Ja program dan kegiatan
vang dapat diwujudkan,”

\lenuml dia, masa ja-
batananggota DPRD Surn-
bar periode tahun 2019/
2024 berakhir pada 28
| Agustus mendatang, atau
lebih kurang duabulan lagi.
Sesuai tahapan penjad-
walan kegiatan pengelo-
laan keuangan daerah, se-
bagaimana yang ditetap-
kan dalam Peraturan Pemerintah No-
mor 12 Tahun 2019, cukup banyak
agenda yang harus dituntaskan oleh
anggota DPRD periode 2019-2024.

“Selain pembahasan Ranperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun 2023, juga menunggu
dituntaskan Rancangan KUA-PPAS
Tahun 2025, dan Rancangan Peruba-
han KUA dan PPAS Tahun 2024. Khu-
sus soal pembahasan « lan penetapan
Ranperda Perubaha . APBD Tahun
2024, sebaiknya ini dibahas dan dite-

GUBERNUR Sumbar Mahye!dl Ansharullah saat menyerahkan nota pengantar tiga Ranperda kepada DPRD Sumbar

tapkan oleh anggota DPRD periode
2019-2024," ujar dia.

Apabilapembahasan dan peneta-
pandilakukan anggota DPRD Sumbar
periode 2024-2029, menurut dia, ber-
potensi terjadi keterlambatan. Lanta-
ran mengingat efektifnya anggota
DPRD periode 2024-2029 melaksana-
kantugasadalah, setelah dibentuknya
alat kelengkapan dewan (AKD) dan
pimpinan DPRD defenitif

Untuk Ranperda RPJPD Provinsi
Sumnbar Tahun 2027 rancangan
awal RPJPD telah disepakati DPRD
bersamadengan pemerintah daerah.

Secaraumum dalam rancangan awal
itu disepakati visi, misi, kebijakan,
sasaran pokok vang akan ditampung
dalam RPJPD Sumbar 2025-2015

Namun, tambah dia, kebijakan
dan sasaran pokok yang terdapat
dalam rancangan awal ini masih per-
lu didalam dalam penyusunan RPJ-
PD, oleh karena muatannya seba-
hagian besar ditentukan langsung
oleh pemerintah.

Dijelaskannya, sehubungan ada-
nya amanat untuk penyelarasan RP-
JPD Provinsi dengan RPJMN sebagai-
mana diatur dalam Instruksi Menda-

gri Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan
Bersama Mendagri, dan Menteri
Pembangunan Nasional, tetap hal ini
harusjugamemperhatikan karakteris-
tik daerah, dengan tujuan agar RPJPD
tersebutnantinya dapatdilaksanakan.
Supardi menyampaikan, untuk
pembahasan Ranperda RPIPD ini di-
lakukan bersamaan dengan pem-
bahasan Ranperda RTRW, dalam hal
ini DPRD menyarankan untuk dilaku-
kan kajian dan pembahasan y
mendalam, terkait penyamaan peri-
odesasi antara RPJPD dan RTRW.
“Khusus Ranperda Perseroan

ng

Daerah Penjaminan Kredit Daerah,
ranperda ini bertujuan memberikan
jasapenjaminankreditkepadakopera-
si dan UMKM, memberdayikan kop-
erasi dan UMKM, dan juga untuk
memberikan sumbangan bagi per-
kembangan ekonomidaerah, katadia.

Dia menekankan, penyusunan
perda ini guna mengurangi kemiski-
nan, pengangguran, menjagastabilitas
perekonomian, dan peningkatan pe
nyaluran kredit produktit. Pihaknya
juga sudah melakukan harmonisasi
dengan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM. (*)



